BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 15, ATAHUN 2020
TENTANG

PEDOMAN PENYELESAIAN
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUTUTAN GANTI RUGI

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

bahwa untuk pemulihan terhadap kerugian Daerah agar dapat berjalan
lancar, efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti
Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negara Bukan Bendahara
atau Pejabat lainnya dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Keuangan, maka untuk menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Daerah
perlu diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelesaian
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I
Provinsi Maluku menjadi Undang-undang;

. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi

Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan
Lembaran Negara 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor
3961);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi
Maluku Utara;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 31) sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang
perubahan Kedua agras peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan
Ganti Rugi NegaraDaerah terhadap Pegawai Negeri Sipil bukan Bendahara
atau Pejabat lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5943);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan
Perbendahaan dan Tuntutan Ganti Rugi;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban
Bendahara serta Penayampaiannya;

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata
Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara terhadap Bendahara;

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Halmahera Barat.

Pereaturan Bupati Halmahera Barat NomolQ Tahun 2016 tentang
Struktur organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT TENTANG PEDOMAN

PENYELESAIAN TUNTUAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI
RUGI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah

otonom.

Bupati adalah Bupati Halmahera Barat.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat.

Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut BPKD adalah Badan

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Kabupan Halmahera Barat.

8. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang
bertsifat interdepartemental dan bertugas mengurus Piutang Negara berdasarkan
Peraturan Perundang-Undangan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

10. Pegawai Negaeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil
dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalm Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

11. Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggujawaban keuangan Negara,
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditertapkan dalam APBN dan
APBD.

13. Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk
menampung seluruh permintaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah

14. Rekening Kas Umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang
ditetapkan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar
seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

15. Barang Milik Daerah adalah semua Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD
atau berasal dari peroleh lainnya yang sah.

16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah
dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan Pereaturan Perundang-Undangan yang
berlaku atau akibat lainnya yang sah.

17. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, dan
membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharga dan barang milik
Daerah, serta bertanggungjawab kepada Bupati.

18. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap
warisan, hak maupun kewajiban untuk seluruh atau sebagian.

19. Perhitungan ex-officio adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh
pejabat yang ditunjuk ex-officio apabila bendaharawan yang bersangkutan meninggal
dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampuan dan/atau
apabila bendaharawan yang bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban yang
mana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu diberikan
berakhir yang bersangkutan tidak membuat perhitungannya dan
pertanggungjawabannya.

20. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan
perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal
dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.

21. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan
tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.

22. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar
hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar
pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang
bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya
sehingga “hak tagih” itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
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Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari administrasi pembukuan
karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya maupun sebagian dan
apabila kemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih
kembali.

Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pegawai yang melanggar
Peraturan Disiplin Kepegawaian berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan
kepada Daerah oleh pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.

Banding adalah upaya pegawai mencari keadilan ke tingkat yang lebih tinggi setelah
dikeluarkannya penetapan pembebanan.

Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disebut TPKD adalah tim yang
menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Bupati.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah pejabat pengelola
keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum Daerah.
Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disebut TP, adalah suatu tata cara Perhitungan
terhadap Bendaharawan, jika dalam pengurusannya terdapat Bendaharawan, jika
dalam pengurusannya terdapat kekurangan perbendahraan dan kepada Bendaharawan
yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.

Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disebut TGR, adalah suatu proses tuntutan terhadap
Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendahrawan, dengan tujuan menuntut
penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau
melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana
mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita
kerugian.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TP-TGR
adalah suatu proses Tuntutan melalui TP dan TGR bagi Bendaharawan atau pegawai
bukan Bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang Daerah.

Kekurangan Perbendahraan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan saldo
Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang
sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lain yang ditunjuk.

Kerugian Daerah adalah berkurangnya kakayaan Daerah yang disebabkan oleh suatu
tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan atau Pegawai bukan
Bendaharawan dan/atau disebabkan suatu keadaan di luar dugaan dan di luar
kemampuan manusia (force majeure).

Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun
dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-
bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung,
diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan
surat-surat berharga lainnya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Pedoman penyelesaian tuntutan perbendahraan dan tuntutan ganti rugi ini dimaksudkan
untuk :

a.

b.
C.

mendapatkan keseragaman landasan berfikir dan bertindak bagi para Pimpinan dan

Pelaksana dalam menangani kasus kerugian Daerah.
dijadikan panduan dalam proses penyelesaian TP; dan
dijadikan panduan dalam proses penyelesaian TGR.

Pasal 3

Tujuan Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi ini nadalah
untuk :

cacoR

mendapatkan informasi penyebab terjadinya kerugian Daerah;

mencegah berkembangnya kerugian Daerah;

mencegah agar tidak terjadi manipulasi dokumen/data pendukung;
menginventarisasi nilai kerugian Daerah; dan

menetapkan nilai kerugian Daerah.
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BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 4

Pedoman penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tutntutan gantinrugi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagia tak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal, & A7ufh<g 2020

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Pejabat Jaraf

Sekretaris Daerah
Ass, Bid Pemer & Adm Umum V /
Staf Ahli Bid. Hukum & Politik (

Inspektur DANNY MISSY

Kabag. Hukum & Orgs

Diundangkan di Jailolo
pada tanggal, 4 /4—711_‘(’/-,,@ 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

M. SYAHRIL ABD. RADJAK
BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHEA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesuai aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Jason K. lalomo, S.H, LLM
enata TK. I III/d
NIP. 19730128 200604 1 009




